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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 WFP merupakan Organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang 

yang memiliki tugas utama dari SDGs no.2, yakni mewujudkan Zero Hunger pada 

tahun 2030. Upaya WFP mewujudkan Zero Hunger sejalan dengan keinginan 

pemerintah Indonesia mewujudkan Kedaulatan Pangan yang terterang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional indonesia. Zero Hunger yang 

ingin di wujudkan WFP berfokus pada ketahanan pangan dan pemerintah 

Indonesia berfokus pada Kedaulatan pangan, memutuskan untuk bekerjasa dalam 

bidang memperbaiki gizi dan kualitas pangan, serta kerjasama dalam bidang 

penangana bencana.  

 Hubungan kerjasama antara Indonesia dan WFP terjalin ketika kedua 

belah dipertemukan dengan kepentingan yang sama yaitunya ketika WFP dengan 

arahan SDGs point ke 2 menawarkan program Zero hunger di Indonesia, 

sedangkan pada saat itu dalam RPJMN ingin mencapai kedaulatan pangan. 

Kerjasama terbentuk dengan adanya program Indonesia Country Programme. 

Dimana dalam 2 periode kerjasama, WFP membantu dalam bidang perbaikan 

kualitas gizi dan pangan serta logistik bencana. 

 Dalam setiap aktifitas WFP memang tidak memenuhi 6 (enam) prinsip 

kedaulatan pangan namun jika semua aktifitas ICP dilaksanakan maka semua 

prinsip kedaulatan pangan berhasil dipenuhi oleh WFP.  
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1.2 Saran 

Mengingat pangan merupakan hal fundamental dalam kehidupan manusia 

maka Indonesia sebagai Negara yang berdaulat sudah seharusnya mampu hadir 

sebagai wadah yang mampu memberikan kepastian pangan terhadap warga 

negaranya. Negara harus mampu mengarahkan warga Negara demi terwujudnya 

kedaulatan pangan di Indonesia. 

Kehadiran WFP di Indonesia memberikan dampak positif secara langsung 

bagi masyarakat. Sejak ICP dilaksanakan maka banyak program yang langsung 

bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti PKH, Kampung Siaga Bencana, 

Silognas terpadu, dan program lainnya. 

Penulis menyarankan agar Indonesia jangan terlalu bergantung kepada 

WFP baik dari sisi finansial maupun sisi pengetahuan. Setelah 2 periode 

kerjasama, diharapkan Indonesia sudah mampu untuk alih pengetahuan sehingga 

mandiri dalam mencapai kedaulatan pangan yang seutuhnya. 

 

 

 

 


